PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
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BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ | £8/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TAHUN 2026-2029

BUPATI PESISIR SELATAN,

. bahwa dalam rangka memberikan informasi

kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan
Pemerintah Daerah dalam pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Rencana
Jangka menengah Daerah Tahun 2025-
2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah yang spesifik,
relevan dan terukur;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 4 ayat (3)Peraturan Menteri Negara
Perdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Di Lingkup Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Tahun 2026-
2029;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024
tentang Kabupaten Pesisir Selatan di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2006
dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6402;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum

dalam Lampairan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum

terdiri dari elemen sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah;
b. kinerja Instansi Pemerintah;

c. pengukuran kinerja Instansi Pemerintah;

Daerah
KESATU
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d. pemantauan kinerja Instansi Pemerintah;

¢. Sasaran strategis,

f. Program,;
g. Kegiatan;
h. Keluaran (Output);

—

Hasil (Outcome);
j. Indikator Kinerja Utama (IKU).

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dipergunakan untuk :

a. mengukur kinerja semua PD secara lebih baik;
dan

b. mengukur  kinerja  akuntabilitas  kinerja
Pemerintah Daerah dan PD agar mendapat hasil
yang baik.

KEEMPAT : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Daerah adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting
dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi
sorganisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KELIMA - Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

a. perencanaan jangka menengah;

3

perencanaan tahunan;
penyusunan dokumen penetapan kinerja;
pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

= 0 o 0

pemantauan dan pengendalian kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
KEENAM - Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

! Dipindai dengan |
(B CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah,
KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal %I Maret 2026
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